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ABSTRAK 
Situasi pasca pandemic Covid-19 berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan 

manusia, salah satunya dalam bidang perdagangan. Peningkatan transaksi 

perdagangan secara pesat tentu memunculkan potensi sengketa yang lebih besar, 

khususnya bagi transaksi perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha (Business 

to Business) yang sifatnya lintas batas negara. Penyelesaian sengketa melalui 

Online Dispute Resolution menjadi solusi yang tepat bagi para pihak yang 

bersengketa dikarenakan dapat menyelesaikan sengketa secara efisien, cepat dan 

biaya murah. APEC menyediakan sebuah kerangka kolaboratif untuk 

menyelesaikan sengketa B2B untuk sengketa bernilai rendah bagi UMKM yang 

sifatnya cross-border. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi APEC 

Collaborative Framework on ODR tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan 

terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya Peraturan Pemerintah 

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara langsung mengatur 

mengenai penyelesaian sengketa secara elektronik. Peraturan perundang-undangan 

lain masih belum mengatur mengenai hal tersebut secara pasti. Negara Indonesia 

masih belum siap dalam mengadopsi APEC Collaborative Framework on ODR. 

 

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Online Dispute Resolution, APEC, 

Business to Business 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic situation has affected many aspects of human life, 

including trade sector. The rapid increase in trade transactions raises the potential 

for disputes, especially for trade transactions carried out between business actors 

(Business to Business) by cross-border. Alternative Dispute resolution through 

Online Dispute Resolution is the right solution for the disputing parties because it 

can resolve disputes efficiently, quickly and at low cost. APEC provides a 

Collaborative Framework for resolving cross-border B2B disputes for low-value 

disputes for MSMEs. This study was conducted to determine the readiness of 

Indonesian regulations in adopting the APEC Collaborative Framework on ODR. 

Based on the analysis conducted on the laws and regulations in Indonesia, only 

Government Regulation (PP) Number 80 of 2019 on Trade through Electronic 

Systems directly regulates the electronic dispute resolution. Other laws and 

regulations still do not regulate this with certainty. Indonesia is still not ready to 

adopt the APEC Collaborative Framework on ODR. 

 

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Online Dispute Resolution, APEC, 

Business to Business 
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